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ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk dari pernikahan yang ada yakni 
bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan. Dalam 
hukum Islam terdapat berbagai pendapat mengenai kebolehan beristri lebih dari 
satu. Semua pendapat para pemikir mengenai poligami didasarkan kepada satu 
ketentuan, yakni ketentuan al-Qur’an dalam surat an-Nisa> ayat 4.

Dalam konteks Indonesia kebolehan beristri lebih dari satu diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 
tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 4 ayat (2) 
Undang-undang No.1 tahun 1974  dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
disebutkan syarat-syarat yang memberi batasan kepada seorang suami yang akan 
berpoligami dengan syarat bahwa a). istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai Isteri; b). istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembukan; c). istri tidak dapat melahirkan keturunan. Realita di lapangan tidak 
sejalan dengan apa yang termuat dalam peraturan Undang-undang. Pengadilan 
Agama Wates dalam Putusan No. 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. memberikan izin 
berpoligami kepada seorang suami yang beralasan bahwa dia membutuhkan 
karyawan yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan kemampuan 
itu ada pada calon istri keduanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa 
yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam 
memutuskan Perkara No: 0062/ Pdt.G/ 2009/ Pa. Wt dan bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan 
perkara tersebut.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (library 
research) yang bersifat preskriptif analitik. Dalam menganalisia permasalahan ini 
penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, dan menggunakan cara 
berfikir deduktif, yaitu dengan meneliti gambaran secara umun Putusan Majelis 
Hakim PA Wates mengenai izin poligami dengan No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt 
dan melakukan analisis. Analisis putusan dari permohonan tersebut dilakukan
dengan pendekatan Normatif-Yuridis, apakah sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

Kesimpulan yang penyusun dapatkan setelah melakukan penelitian dan 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini 
adalah penyusun mendapatkan fakta bahwa calon istri kedua pemohon sudah 
dalam keadaan hamil. Fakta itu tidak dituangkan dalam lembaran putusan 
dikarenakan majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan sebuah aib dan
Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk memberikan izin untuk beristri lagi 
kepada pemohon dengan pertimbangan masa depan anak yang dikandung.
Penyusun berpendapat, bahwa putusan yang diambil sudah tepat karena ketetapan 
hukum Islam yang diambil memenuhi unsur menciptakan maslahat dan mencegah 
kemudaratan.
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MOTTO

ما بأنفسھماوي یغیرإن الله لا یغیر ما بقوم حتّ 
(Ar-Ra’d (13): 11)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

Jadilah orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain
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I. Penyusunan kata-kata dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1

Harapan dengan adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri adalah 

dapat terwujudnya suatu perkawinan yang harmonis dan tentunya hanya 

karena kematian yang memisahkan keduanya.

Islam juga memandang pernikahan sebagai media menciptakan rumah 

tangga supaya menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan 

membantu suami istri untuk selalu bekerja sama dan gotong royong secara 

baik dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga.

Musdah Mulia menjelaskan, bahwa perkawinan adalah suatu akad suci 

yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan 

istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada 

pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Al-Qur’an bahkan 

menyebutkan perkawinan itu sebagai mi>s\a>qan gali>z}a (perjanjian yang suci) 

seperti yang termaktub pada ayat berikut:2

                                               
1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

2 Musdah Mulia, “Pandangan Islam tentang Poligami”, (Jakarta: Lembaga Kajian 
Agama dan Gender, Perserikatan solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), 
hlm. 9.



2

3بعض وأخذن منكم ميثقاغليظابعضكم إلىضىوكيف تأخذونه وقدأف

Di antara Mufassir menyebutkan bahwa ayat yang dimaksud dengan 

perjanjian yang kokoh dalam ayat tersebut adalah perjanjian yang telah 

diambil Allah SWT  dari para suami, sesuai bunyi ayat 231 surat Al-Baqarah.4

بمعروف حوهنّ بمعروف او سرّ أمسكوهنّ فوإ ذا طلقتم النساء فبلغن اجلهنّ 

              5لم نفسهظومن يفعل ذلك فقد ,تعتدواضرارا لّ ولاتمسكوهنّ 

Ayat itu menegaskan, bahwa ada dua pilihan bagi suami: hidup 

bersama istri dan memperlakukannya dengan cara yang baik atau 

menceraikannya dengan cara yang baik. Memilih hidup bersama istri tetapi 

menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.6

Perkawinan adalah perjanjian yang suci, diharapkan pasangan suami 

istri dapat menjaga perjanjian yang suci itu dengan baik dan tidak menodai 

perjanjian suci itu dengan melakukan perbuatan maupun perkataan yang dapat 

yang melukai, baik perasaan maupun fisik pasangannya masing-masing. 

Secara langsung tindakan seperti itu akan menodai perjanjian yang suci itu dan 

secara tidak langsung akan menjadikan perjanjian itu rusak.

                                               
3 An-Nisa>’ (4): 21.

4 Musdah Mulia, “Pandangan Islam tentang Poligami”, (Jakarta: Lembaga Kajian 
Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), 
hlm. 10.

5Al-Baqarah (2): 231.

6 Musdah Mulia, “Pandangan Islam tentang Poligami”, (Jakarta: Lembaga Kajian 
Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), 
hlm. 10.
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Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam

setiap elemen masyarakat adalah poligami. Bentuk perkawinan ini dalam 

masyarakat modern merupakan masalah yang kontroversial, karena dianggap

akan merugikan pihak perempuan/istri. Di setiap belahan dunia poligami 

menjadi wacana yang menarik dan menimbulkan berbagai macam pendapat 

dengan segala dalil dan argumentasi yang berbeda dan akhirnya memunculkan 

dua kubu besar yang berseberangan, yakni kubu yang 

menerima/membolehkan poligami dan kubu yang menentang poligami.

Islam membolehkan poligami dengan dasar firman Allah dalam al-

Qur’an yakni:

طاب لكم مّن النّساء مثنىحوا مافا نكىوإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتم

احدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنىوثلث و ربع فإن خفتم ألاّتعدلوا فو 

  7ألاّ تعولوا

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan 

poligami yang diberikan oleh ayat di atas. Menurut M. Quraish Shihab ayat 

an-Nisa>’ di atas hanya berbicara tentang kebolehan poligami, itupun 

merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan 

dengan syarat yang tidak ringan.8

Di Indonesia kebolehan poligami diatur di dalam peraturan perundang-

undangan, yakni dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

                                               
7 An-Nisa>’ (4): 3.

8 Khoruddin Nasution, “Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dam 
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslm”. (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA. 
2009), hlm 305.
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Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedua peraturan perundang-undangan itu 

pada dasarnya berlandaskan asas pernikahan monogami.9 Undang-undang ini 

menginginkan dalam satu keluarga itu hanya memiliki satu orang istri dan satu 

orang suami sehingga tercapainya keluarga yang bahagia, harmonis sampai 

kematian memisahkan keduanya. Ada kemungkinan untuk melakukan 

poligami dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat dalam melakukan 

poligami adalah harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara 

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya10. 

Jika tidak ada izin dari Pengadilan Agama, maka tidak akan mempunyai 

kekuatan hukum.11

Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim mempunyai peran yang 

penting dalam memberikan putusan mengenai pemberian izin berpoligami. 

Pertimbangan Hakim dalam perkara perizinan berpoligami sangatlah menarik 

untuk dikaji, karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan 

yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama.

Salah satu Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Wates. Pengadilan Agama 

Wates merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di 

Kabupaten Kulon Progo. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2009 pernah 

memberikan putusan mengenai izin poligami, hal itu dapat dilihat dalam 

Putusan No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. 

                                               
9 Pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10 Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

11 Kompilasi Hukum Islam, pasal 56 ayat (3).
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Dalam Putusan ini PA Wates mengabulkan Permohonan untuk 

melakukan Poligami dengan alasan Pemohon (47 tahun) dan Calon Istri

Pemohon (24 tahun) sudah saling mencintai, juga karena Pemohon sangat 

membutuhkan seorang karyawan yang menguasai Komputer untuk membantu 

pekerjaan Pemohon dan kemampuan itu ada pada Calon istri Pemohon tetapi 

pemohon ingin karyawan tersebut menjadi bagian dari keluarga Pemohon.12

Padahal keadaan rumah tangga pemohon dan istri pemohon yang pertama 

dalam keadaan yang harmonis, sudah dikarunai seorang anak dan ikatan 

perkawinan ini sudah berlangsung selama 25 tahun.13

Dalam kasus di atas yang kemudian dikhawatirkan adalah pemohon 

(47 tahun) akan lebih cenderung dalam hal kualitas perhatian hati maupun 

seksual kepada istri yang kedua karena istri kedua lebih muda daripada istri 

pertama yakni 24 tahun dan secara langsung akan menyakiti hati istri yang 

pertama. Al-Quran dalam surat an-Nisa>’ (4): 3 sudah mengingatkan jika tidak 

bisa berlaku adil maka cukup satu orang istri saja. Begitu juga Nabi 

Muhammad SAW memberikan peringatan kepada seorang suami yang 

mempunyai dua istri tetapi lebih mencintai salah satu diantara keduanya maka 

ia pada hari kiamat nanti akan datang dengan tubuh yang miring sebelah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam h}adis\ Nabi SAW yakni:

                                               
12 Diperoleh dari Salinan Putusan No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. 

13 Ibid.
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،اخبرنا همام عن قتادة. حمن بن مهدىرّ الحدسنا محمد بن بشار اخبرنا عبد

يك،ضربن انسنعن ال عن النبي صلى االله , عن ابي هريرة،عن بشير بن 

جاء يوم ،اذاكانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما: عليه وسلم قال

ورواه . تادةالحديث همام بن يحي عن قا وإنما اسند هذ. القيامة وشقه ساقط

هشام الدستوا ئ عن قتادة قال كان يقال ولانعرف هذا الحديث مرفوعاالا 

                                                          14من حديث همام

                      
Dalam al-Qur’a>n pun juga sudah dijelaskan bagaimana manusia

(seorang laki-laki) itu tidak akan bisa untuk berbuat adil di antara istri-istrinya,

yakni:

النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميلولن تستطيعوا أن تعدلوا بين

  15ةقفتذروهاكالمعلّ 
Ayat di atas menurut M.Quraish Shihab mengisyaratkan keadilan yang 

tidak mungkin tercapai adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang 

memang berada di luar kemampuan manusia.16 Jika ayat ini dikaitkan dengan 

kasus di atas, maka apa yang dikhawatirkan bahwa keadilan dari segi 

hati/cinta dalam melakukan poligami memang tidak akan tercapai, apalagi 

                                               
14 At-Tirmiz{i> Terjemah Sunan At-Tirmiz{i<> jilid II, h{adis\ No. 1149, “Abwa>bu An-

Nika>hi” (Bab Nikah), Ba>b ma> ja>a fi> at-taswi>yati ad{a>iri (Bab Mempersamakan Giliran Pada 
Istri), diterjemahkan dari buku asli berjudul Sunan At-Tirmiz{i> Juz II oleh H. Moh. Zuhri, 
Dipl, Tafl, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 476.

15 An-Nisa>’ (4): 129.

16 M.Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta sampai seks dari Nikah Mut’ah 
sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 
hlm.195.
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calon istri yang kedua lebih muda secara fisik dibandingkan dengan istri 

pertama.

Di Indonesia dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang 

akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.17

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang yang 

akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.18

Dalam Undang-undang UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan alasan yang kuat bagi Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Wates untuk mengabulkan permohonan pemohon 

dengan alasan hanya saling mencintai dan membutuhkan seorang yang 

mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer untuk membantu 

usaha/bisnis pemohon dan kemampuan itu ada pada calon istri yang akan 

dipoligami. Akan tetapi, penyusun yakin Majelis Hakim memiliki dasar 

pertimbangan yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberi izin untuk 
                                               

17 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

18 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.
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berpoligami kepada pemohon. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai 

pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Agama Wates mengabulkan 

permohonan izin untuk berpoligami pemohon.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang 

dibahas adalah:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim 

dalam memutuskan Perkara No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. tersebut?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan 

hukum Hakim dalam memutuskan Perkara No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. 

tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan apa dasar dan pertimbangan hukum Hakim 

dalam memutuskan perkara No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. 

b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar 

dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara No: 

0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan dengan permasalahan poligami.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap 

Hakim Pengadilan Agama Wates terhadap dasar dan pertimbangan 

Hukum dalam perkara perizinan Poligami di Pengadilan Agama 

sehingga dapat dijadikan acuan tambahan referensi dalam masalah 

yang berkaitan dengan Poligami.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sejenis, 

dengan tujuan agar dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti 

dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian.

Ada beberapa skripsi mahasiswa IAIN dan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang pernah membahas tentang perizinan melakukan poligami di 

Pengadilan Agama. Dalam penelusuran pustaka, penyusun menemukan ada 

lima skripsi, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Menopouse Sebagai Alasan Poligami

(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)”.19 Skripsi ini 

membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami 
                                               

19 Evi Puspita Sari, Menopouse sebagai alasan Poligami (Studi terhadap Putusan 
Pengadilan Agama Sleman 1999-2000), skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
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menopause akan berpengaruh pada hubungan seksual suami istri. Dalam 

perkara ini Pengadilan Agama Sleman memberikan izin kepada suami untuk 

melakukan poligami karena alasan yang diajukan telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

Kedua, skripsi yang berjudul “Perizinan Poligami karena Istri 

Menderita Epilepsi (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Semarang 1991-1995)”.20 Skripsi ini memberi kesimpulan bahwa penyakit 

epilepsi yang diderita oleh istri dapat menjadi alasan dikabulkannya izin 

poligami oleh Pengadilan Agama. Keputusan Hakim tersebut sudah sesuai 

dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2)

dan juga Pasal 5 ayat (1).

Ketiga, skripsi yang berjudul “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya 

dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 

1999-2000)”.21 Skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan poligami yang 

dikemukakan oleh suami yang hendak berpoligami di Pengadilan Agama 

Yogyakarta dalam kurun waktu 2 tahun yakni pada tahun 1999-2000.

                                               
20 Sri Widodo, Perizinan Poligami karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisis 

terhadapa Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995), skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

21 Nur Sholihah, Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2000), skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).



11

Keempat, skripsi yang berjudul “Alasan-alasan Poligami di Pengadilan 

Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)”. 22 Dalam 

skripsi ini disebutkan bahwa alasan-alasan dalam putusan perkara permohonan 

izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003 adalah istri 

sakit atau cacat badan, istri mandul, istri tidak mau dikumpuli dan bersikap 

dingin, suami telah kawin sirri dan hendak mensahkan secara hukum positif, 

istri tidak dapat memberikan keturunan lagi, sudah saling mencintai dan untuk 

menghindari perbuatan dosa, dan telah melakukan koitus dan hendak 

bertanggung jawab.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Studi Putusan dan Penetapan 

Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-alasan 

Poligami”.23 Dalam Skripsi ini disebutkan bahwa izin Poligami di Pengadilan 

Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun hanya 

ada dua alasan yaitu istri merasa sakit/menolak berhubungan seksual dan istri 

tidak dapat memberikan keturunan.

Beberapa penelitian pustaka yang telah ditelusuri penyusun 

menunjukkan informasi bahwa belum ada penelitian yang membahas putusan 

Pengadilan Agama Wates No. 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt tentang pemberiaan 

izin poligami dikarenakan ingin memajukan usaha, dengan demikian tidak 

                                               
22 Dede Rahman Firdaus, Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi 

(Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2000), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

23 M. Hafid Aji Pramono, Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali 
Tahun 2005-2006 tentang Alasan-alasan Poligami, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
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ditemukan pengulangan atau kesamaan dalam penelitian yang penyusun 

lakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata polus yang berarti 

banyak dan gamos yang berarti perkawinan. pengertian kata ini digabungkan 

maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari 

seseorang istri pada waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.24

Di Indonesia aturan untuk beristri lebih dari satu diatur dalam Undang-

undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU No. 

1 Tahun 1974, masalah poligami diatur pada Pasal 3, 4, dan 5.

Pasal 325

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan.

Pasal 4 26

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

                                               
24 Khoiruddin Nasution, “Perdebatan Sekitar kasus Poligami”, Jurnal Musawa, Vol 

1.1 (Maret 2002), hlm. 84.

25 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

26 Ibid.
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b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 27

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 
dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya 
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah poligami diatur pada Pasal 

55, 56, 57, 58, dan 59.

Pasal 5528

1. Beristri lebih dari satu orang terbatas hanya sampai empat istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang desebut pasa ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristreri dari seorang.

Pasal 5629

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat 
izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan 
pemerintah No.9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau 
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 
kekuatan Hukum.

                                               
27 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

28 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

29 Ibid.
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Pasal 57 30

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami 
yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembukan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 31

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 yaitu: 
a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekali pun telah 
ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan 
persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang 
perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 32

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan 
izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu
alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama 
dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan 
mendengar istri yang bersangkutan.

Syari’at Islam sesungguhnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang 

membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memperbolehkan 

                                               
30 Ibid.

31 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

32 Ibid.
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poligami bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat 

hendaknya orang yang berpoligami dapat berbuat adil pada istrinya, tidak 

khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung 

kepada salah satu istrinya.33 Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur’a>n

yang menjadi landasan untuk berpoligami:

حوا ما طا ب لكم مّن النّساء مثنىفا نكىإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتمو 

احدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنىوثلث و ربع فإن خفتم ألاّتعدلوا فو 

34ألاّ تعولوا

M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa ayat ini tidak membuat 

peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan 

dilaksanakan oleh penganut berbagai syariah agama serta adat istiadat 

masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan,

apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya 

poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh 

siapa yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.35

Hal senada juga dikemukakan oleh as-Sayyid Sa>biq dalam bukunya Fiqih 

Sunnah, yang menjelaskan bahwa poligami tidak wajib dan tidak pula mandub

(dianjurkan) melainkan suatu tindakan yang dibolehkan Islam karena ada 

                                               
33 Yusuf al-Qardhawi, Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah. alih bahasa M. 

Suri Sudahri, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1996), hlm. 204.

34 An-Nisa>’ (4): 3.

35 M.Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta sampai seks dari Nikah Mut’ah 
sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias baru. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 
hlm.184.
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tuntutan-tuntutan perkembangan peradaban dan desakan-desakan perbaikan 

kondisi yang tidak mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja.36

Muhammad Shahru>r menjelaskan, bahwa sesungguhnya Allah SWT 

tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia 

menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi: Pertama, 

bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak 

yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada 

anal-anak yatim. Perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat 

dua syarat di atas. 37 Adapun kedua syarat di atas diperoleh Muhammad 

Shahrur berdasarkan pemahaman pada “struktur kaidah bahasa” dalam firman 

Allah SWT38 :

حوا ما طا ب لكم مّن النّساء مثنىفا نكىإن خفتم الاّ تقسطوا في اليتمو 

احدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنىوثلث و ربع فإن خفتم ألاّتعدلوا فو 

39األاّ تعولو 

Sesuai dengan Hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai 

kemaslahatan, baik secara individual dan sosial. Jika Poligami tidak 

didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, 

                                               
36 As-Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah Jilid 2, alih bahasa Asep Sobari dkk, cet. ke-1, 

(Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2010), hlm. 281.

37 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, diterjemahkan dari 
judul asli Nahw Usu>l Jadi>dah Lil al al-Fiqih al-Isla>mi oleh Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: 
eLSAQ Press, 2004), hlm. 428.

38 Ibid.

39 An-Nisa>’ (4): 3.
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maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh 

keluarga itu sendiri dan bahkan oleh masyarakat sekitarnya.

Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar daripada 

menciptakan masalah. Dengan demikian, berbicara poligami bukan berarti 

mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih 

merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.40

Hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan 

Agama sebagai pemilik otoritas untuk memberikan izin poligami yaitu demi 

kemaslahatan bersama dan mneghilangkan kumudharatan. Oleh karena itu,

jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan, 

seperti yang terdapat dalam kaidah fikih berikut ini:

41الضرر يزال

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa apabila ada dua hal yang 

memiliki mafsadat bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih 

besar dan laksanakan yang mudaratnya lebih kecil.

42ذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهماإ

                                               
40 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran 

Muhammad Abduh, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996), hlm.107.

41 A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 
Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 27.

42 Ibid,. hlm, 168.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library

research), dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa Putusan 

mengenai izin poligami yang dikeluarkan oleh PA Wates. Dalam 

penelitian ini penyusun menggunakan putusan mengenai izin poligami 

dengan No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitik, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu fenomena/hasil 

temuan dengan cara menganalis fenomena/hasil temuan tersebut. 

Fenomena/hasil temuan di sini adalah putusan Pengadilan Agama Wates 

tentang pemberian izin poligami yang dikhususkan pada putusan No:

0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt tentang izin poligami dengan alasan untuk 

memajukan usaha.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan 

pendekatan Hukum Islam. Dalam hal ini penyusun melakukan 

pemahaman terhadap ketentuan nas} maupun pandangan ulama 

mengenai poligami.

b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan 

mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di 
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Indonesia yang mengatur mengenai masalah poligami yaitu Undang-

undang No. 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 

penyusunan skripsi ini adalah:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan 

mempelajari data baik dari dokumen-dokumen, berkas perkara yang

berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 0062/ Pdt.G/ 

2009/Pa. Wt.

b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah 

salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates yang 

menangani perkara Poligami dengan No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran jelas tentang 

pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam 

penyelesaian izin poligami tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan cara 

berfikir deduktif, yaitu dengan meneliti Putusan Majelis Hakim PA Wates 

mengenai izin poligami dengan No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt, yang 

kemudian putusan dari permohonan tersebut kemudian dilakukan analisis 
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apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil-dalil yang ada (normatif-yuridis). 

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan, hal ini 

dilakukan guna mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini. 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab 

yaitu:

Bab Pertama, bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri 

dari tujuh sub pembahasan yaitu: Latar Belakang Masalah, yang memuat 

penjelasan mengapa peneliti ini perlu dilakukan, dan apa yang menjadi latar 

belakang masalah yang akan diteliti ini. Pokok Masalah, bagian memberikan 

penegasan terhadap pokok masalah yang terkandung dalam latar belakang 

masalah. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini penyusun member penjelasan 

mengenai yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan. Telaah Pustaka, 

bagian ini memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

penyusun lakukan sekarang dan kemudian penyusun menjelaskan letak 

perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang 

sudah ada sebelumya. Kerangka Teoritik, bagian ini memberikan pola berfikir 

atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran 

beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode 
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Penelitian, bagian ini menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian, baik dari segi pengumpulan dan cara menganalisis data.

Sistematika Pembahasan, bagian menjelaskan sistematika pembahasan yang 

akan dilakukan sebagai upaya untuk mensistemtisasikan gambaran awal 

penelitian.

Bab Kedua, Pada bab ini penusun memberikan gambaran umum 

mengenai Poligami meliputi pengertian poligami, dasar dan hukum poligami, 

pandangan para ulama, syarat-syarat poligami menurut hukum Islam, dan 

syarat-syarat melakukan poligami dalam peraturan perundang-undangan.

Bab Ketiga, bab ini berisikan pemaparan mengenai gambaran umum 

profil Pengadilan Agama Wates, juga mengenai perkara perizinan poligami 

dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim No: 0062/ Pdt.G/ 

2009/Pa. Wt.

Bab Keempat, merupakan analisis Hukum Islam dan Perundang-

undangan di Indonesia mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Wates 

No: 0062/ Pdt.G/ 2009/Pa. Wt. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam 

skripsi ini yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari 

pokok masalah.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun memperoleh kesimpulan 

yaitu:

1. Dalam perkara izin poligami ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah 

dengan pengetahuan hakim ditemui suatu keadaan bahwa YM (calon istri 

kedua MRY) sudah dalam keadaan hamil dan kondisi ini yang menjadi 

pertimbangan Majelis Hakim dalamm pemberian izin poligami. Walaupun 

tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan namun menurut majelis Hakim kondisi YM yang sudah hamil 

ini dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan 

pemberian izin beristri lebih dari satu bagi MRY. Akan tetapi yang 

disayangkan adalah tidak dicantumkannya kondisi tersebut di dalam 

lembaran putusan sehingga tidak ditemukan pula pertimbangan hukum 

Hakim dalam menaggapi realita tersebut yang didasarkan pada kaidah-

kaidah fikhiyah ataupun pendapat para Ulama.

Terkait dengan alasan pemohon yang ingin berpoligami 

dikarenakan membutuhkan seorang yang bisa mengoperasikan komputer 

untuk membantu kerjanya, majelis hakim berpendapat bahwa majelis 

hakim dalam pertimbangannya tidak hanya berdasarkan pada alasan 
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pemohon itu saja akan tetapi akan melihat juga kondisi dan fakta 

persidangan yang terungkap.

2. Hukum Islam membenarkan putusan majelis Hakim pengadilan Agama 

Wates No: 0062/ Pdt.G/ 2009/PA. WT dikarenakan dalam Hukum Islam 

syarat utama dalam berpoligami adalah mampu berbuat adil dan bisa 

menafkahi istri-istrinya, syarat itu sudah terpenuhi oleh pemohon. Akan 

tetapi menurut hukum positif syarat dalam berpoligami tidak hanya bisa 

berbuat adil dan mampu menafkahi istri-istrinya apalagi dengan alasan 

untuk membantu usaha, tetapi ada syarat yang membatasi untuk 

berpoligami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi 

Hukum Islam yakni jika dengan kondisi a). istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai isteri; b). istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan; c). istri tidak dapat melahirkan keturunan, 

dan syarat yuridis ini tidak terpenuhi oleh pemohon.

B. Saran-saran

1. Bagi seorang muslim yang berniat menikah lagi disarankan untuk 

memikirkannya kembali dengan matang karena beristri dari satu adalah 

perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar. 

Jika memang keadaan rumah tangga setiap keluarga sudah harmonis dan 

sudah berlangsung dalam waktu yang lama tidaklah perlu berniat untuk 

menikah lagi apalagi hanya alasan seksual semata. Akan tetapi jika 
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dihadapkan pada realita yang mendesak seperti kasus di atas maka “mau 

tidak mau” poligami memang menjadi jalan keluar dari persoalan tersebut.

2. Bagi seorang suami yang berrniat beristri lebih dari satu tanpa alasan yang 

jelas dan kuat apalagi didasarkan pada teks kitab suci dan sunnah Nabi 

SAW, mari diingat kembali pesan Nabi SAW kepada setiap muslim untuk 

meminta fatwa pada hati nurani kita sendiri dalam mengambil setiap 

keputusan apapun. Istafi qalbak”(Mintalah fatwa nuranimu sendiri).1

3. Terkait dengan pengadilaan Agama yang memegang otoritas untuk 

memberikan izin berpoligami bagi setiap suami di Indonesia diharapkan 

memberikan kondisi/realita yang sebenarnya ada di dalam persidangan 

sebuah perkara ke dalam lembaran putusan, walaupun kondisi yang ada 

itu merupakan sebuah aib karena juga nantinya ketika putusan itu 

dipublikasikan ke masyarakat melaui web Pengadilan Agama, identitas 

para pihak yang berperkara akan disamarkan. Hal ini dimaksudkan agar 

publik/masyarakat yang membaca putusan Majelis Hakim mengerti apa 

sebenarnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara itu dan bisa 

memahami dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan 

sebuah putusan yang didasarkan pada realita yang ada. Memang tidak bisa 

dipungkiri permasalahan di tengah-tengah masyarakat semakin kompleks 

dan beragam yang kemudian diperlukan kebijakan dan ijtihad yang tepat 

setiap pengambil keputusan (dalam hal ini pengadilan Agama).

                                               
1 Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, cet I, (Yogyakarta: 

Pustaka Marwa, 2007), hlm. 19.
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4. Di akhir saran penyusun ingin memberikan contoh tentang keharmonisan 

sebuah keluarga yang melakukan praktik pernikahan monogami walaupun 

istrinya tidak dikaruniai anak. Pengalaman dapat diambil dari kehidupan 

keluarga KH. Sahal Mahfudz (pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda 

Kajen Pati) dan Hj. Nafisah, pasangan ini  tidak dikaruniai anak, namun 

beliau berdua tidak memilih jalan berpoligami ataupun cerai, tetapi beliau 

memilih mengadopsi anak dari saudaranya. Dapat dicontoh pula pada 

kisah KH. Azhari Marzuki (almarhum) pengasuh Pondok Pesantrn Nurul 

Ummah Kota Gede Yogyakarta dan Hj, Barokah, pasangan ini juga tidak 

dikaruniai anak dan hingga KH. Azhar Marzuki wafat beliau tidak bernah 

berpoligami.2

                                               
2 Kisah ini dikutip dari “Buku Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?” Karya 

Islah Gusmian, hlm. 223.
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